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WALIKOTA DENPASAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

STANDAR HARGA BARANG TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DENPASAR, 

a. bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib 
administrasi, akuntabilitas dan transparasi dalam 
rangka perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023, diperlukan Standar Harga Barang 
dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota 
menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan 
dan Standar Harga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar 
Harga Barang Tahun Anggaran 2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3465); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Repubik lndonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

1 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nornor 178 1 ) ;  

12.  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12 ,  Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12); 



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA 
BARANG TAHUN ANGGARAN 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kota Denpasar. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kota Denpasar. 
3. Walikota adalah Walikota Denpasar. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

pada Pernerintah Daerah. 
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah. 
6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD 
Perubahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa, serta 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

9. Standar Harga Barang adalah satuan harga barang yang merupakan batas 
tertinggi yang ditetapkan sebagai harga/indeks satuan biaya yang 
digunakan PD dan Pernerintah Desa. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang digunakan untuk 
penyusunan rencana kerja dan anggaran PD yang memuat rencana 
program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan 
pernbiayaan PD. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam 
penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dan APBDes. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan 
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan 
dan pengendalian anggaran belanja. 



BAB I I  

J E N I S  DAN STANDAR HARGA 
Pasal 3 

( 1 )  Standar  H a r g a  Barang Tahun Anggaran 2023 berupa daftar harga satuan 
barang .  

( 2 )  Standar  H a r g a  Barang  Tahun Anggaran 2023 scbagaimana d imaksud pada 
ayat  ( l )  sudah termasuk pajak dan merupakan batas tertinggi untuk set iap 
j e n i s  barang. 

(3) Standar Harga Barang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dari  Peraturan Walikota i n i .  

BAB III 
P E L A K S A N A A N  STANDAR H A R G A  BARANG 

Pasal 4 

( I )  P e n e t a p a n  Standar  Harga Barang Tahun Anggaran 2023 scbagaimana 
d i maksud  da l am Pasa l  3  ayat ( l )  di lakukan sete lah berkoordinasi  dengan 
PD ssuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

( 2 )  Kcpa la  PD da lam melaksanakan kegiatan anggaran belanja PD didasarkan 
p a d a  R K A - S K P D  yang tclah ditetapkan.  

BAB IV 
KETENTUAN PENUT'UP 

Pasal 5 

Pera turan  Wa l iko ta  in i  mula i  berlaku pada tanggal diundangkan. 

\ g a r  s e t i a p  o r a n g  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wal iko ta  i n i  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
D e n p a s a r .  

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 8 Maret 2022 

ALJKOTA DENPASAR, t 

vu<$_ 
STI NGURAH JAYA NEGA 1 

D i u n d a n g k a  asar 

pada t a n g g  

B E R I T A  D A E R A H  KOTA D E N P A S A R  T A H U N  2 0 2 2  N O M O R  8  


